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langsung yakni khususnya memberikan surat pemasangan spanduk berukuran 2x4
m ke lokasi operasional penunggak pajak, dalam hal ini hotel. Maka tindakan
penerbitan surat pemasangan spanduk dinilai lebih efektif, dikarenakan
memberikan dampak secara langsung terhadap kegiatan operasional wajib pajak
yang melakukan penunggakan pajak, sehingga juga berdampak pada peningkatan

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada permasalahan penerimaan pajak hotel di
Kabupaten Badung. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung sangat
diandalkan oleh pemerintah daerah, dikarenakan pajak hotel merupakan salah satu
sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Badung. Hal tersebut disebabkan oleh
letak wilayah Kabupaten Badung yang memiliki beragam objek pariwisata, yang
berdampak pada tumbuhnya industri perhotelan. Maka pemerintah setempat perlu
untuk memperhatikan berbagai faktor yang muncul dan juga melakukan tindakan

peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Beberapa faktor
tersebut diantaranya, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah wajib pajak, dan
penagihan pajak. Penelitian ini berfokus pada rentang tahun 2017-2020, dengan
rincian penggunaan data per bulan pada setiap variabel. Total data yang digunakan
yakni sebanyak 48 data. Tetapi pada akhirnya dilakukan pembuangan 9 data outlier,
sehingga data yang digunakan menjadi sebanyak 39 data. Hal tersebut disebabkan
oleh adanya permasalahan yang ditemukan dalam proses pengujian pada tahap uji

normalitas.
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Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa ketiga variabel independen memiliki kelayakan model pada penelitian yang
menguji pengaruh terhadap variabel dependen, serta nilai koefisien determinasi
sebesar 51,3%. Kemudian terkait dengan hasil uji t diperoleh hasil bahwa bahwa
jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan
terhadap penerimaan pajak hotel. Sementara itu variabel penagihan pajak tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini tidak
sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan oleh salah satu variabel yang digunakan
yakni penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di
Kabupaten Badung. Namun apabila dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan
secara tidak langsung hasil penelitian menggambarkan permasalahan yang muncul
serta langkah yang tepat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di

Kabupaten Badung.

5.2.  Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat
membantu pemerintahan daerah Kabupaten Badung dalam melihat potensi dan
permasalahan dalam penerimaan pajak hotel. Salah satu faktor yang perlu
diperhatikan yakni jumlah wisatawan yang datang di wilayah Kabupaten Badung.
Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat terbukti dapat meningkatkan jumlah
penerimaan pajak hotel. Maka diperlukan upaya dari berbagai pihak terkait dalam
meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke wilayah Kabupaten Badung.

Kemudian hal yang lebih khusus ditujukan kepada instansi pajak daerah untuk
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menyadari potensi perluasan wajib pajak hotel di Kabupaten Badung. Hal tersebut
dinilai tepat dilakukan, karena potensi perkembangan pariwisata di wilayah
Kabupaten Badung juga membuat meningkatnya jumlah hotel maupun villa dimana
hal tersebut menjadi salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan potensi
penerimaan pajak hotel. Selain itu juga memberikan evaluasi terkait dengan
penagihan pajak agar selalu mengadakan tindakan lanjutan apabila penerbitan
STPD dinilai tidak efektif untuk mewujudkan pengurangan tunggakan pajak hotel

di Kabupaten Badung.

5.3.  Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan pengukuran yang
digunakan pada salah satu variabel independen yaitu penagihan pajak. Pengukuran
tersebut menggunakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pada
mulanya peneliti menilai bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
termasuk dalam langkah pertama proses penagihan pada pajak terutang, sehingga
peneliti ingin melihat tindakan awal yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kabupaten
Badung dalam tindakan mengurangi potensi tunggakan pajak. Namun setelah
dilakukan pengujian jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STPD) tidak

mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Maka atas hal tersebut, peneliti menyarankan untuk mengubah pemilihan
pengukuran variabel penagihan pajak. Penggunaan pengukuran dapat digantikan
dengan menggunakan nilai nominal dari jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) yang terbit setiap bulan. Hal tersebut dinilai dapat mengetahui jumlah yang

ditagihkan terhadap tidak terbayarnya atau kekurangan pembayaran, terdapat
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kesalahan tulis atau salah hitung pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
yang dilaporkan wajib pajak, atau pengenaan bunga sebagai bentuk sanksi

administrasi kepada wajib pajak.
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